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ten tang 
Republik 

Lem bar an 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

3. 

,, 

r. 4. 

• f - " 
5. 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

Mengingat 

b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011. 

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan 
Daerah Nomor Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2011, perlu menyusun Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai rincian 
lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran 
pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2011; 

BUPATI REMBANG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2011 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48; Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) 
sebagaimana telah diubah dan berakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4712); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) 

9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 20, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah bebrapa 
kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - 
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
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23. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Rembang [Lernbaran Daerah Kabupaten 
Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Rembang Nomor 91); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
( Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 
Nomor 46 Seri A Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Rembang Nomor 61); 

,, 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pembinaan dan pengawasan atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Indonesia Nomor 4593); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138; Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

., 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjarnan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4574); 

f 
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2. Belanja 
a. Belanja Tidak Langsung 

1). Belanja Pegawai Rp. 465.072.231.179,00 
2). Belanja Bunga Rp. 36.627 .375,00 
3). Belanja Subsidi Rp. 0,00 
4). Belanja Hibah Rp. 8.754.897.150,00 
5). Belanja Bantuan Sosial Rp. 35.458.167 .518,00 
6). Belanja Bagi Hasil Rp. 0,00 
7). Belanja Bantuan Keuangan Rp. 27.613.944.000,00 
8). Belanja Tak Terduga RE. 683.094.750,00 

Jumlah Rp. 573.618.961.972,00 
b. Belanja Langsung 

1). Belanja Pegawai Rp. 48.086.943.959,00 
2). Belanja Barang dan jasa Rp. 94.367.463.645,00 
3). Belanja Modal Rp. 187 .993.269.792,00 

Jumlah Rp. 330.44 7 .677 .396,00 
Jumlah Belanja Ro, 868.066.639 .368,00 
Surplus(Defisit) Rp. 5.398.291.139,62 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2011 terdiri atas : 
1. Pendapatan 

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 73.931.945.930,62 
b. Pendapatan Transfer Rp. 718.862.694.237,00 
c. Lain - Lain Pendapatan yang sahRp. 80.670.290.340,00 

Jumlah Pendapatan Rp. 873.464.930.507,62 

Pasal 1 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG 
JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 

MEMUTUSKAN : 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan 
Dae rah 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 17 Tahun 
2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Rem bang Tahun Anggaran 2011 
(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 
17); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 
2010 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Rem bang Tahun 2010 Nomor 9) 
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It £ "" 
SERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2012 
NOMOR .30 . 

' ' 

Diundangkan di Rembang 
pada tanggal 07 ~U9fu> J.012- 

Ditetapkan di Rembang 
~=:::::_;;a,tanggal 07 kl4.!..~ ~L.,.... 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Rembang l 

I 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Pasal 4 

{l) Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dirnaksud 
dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan 
realisasi anggaran. 

(2) Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 2 
• ( 
\ n 

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalanRp.33.462.940.243,3 l 

28.064.649.103,69 Rp. 

28.118.099.945,69 
53.450.842,00 

Rp. 
Rp. 

3. Pembiayaan 

a. Penerimaan 
b. Pengeluaran 

Jumlah Pebiayaan Netto 


